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1. Para Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Lainnya/Provinsi/Kab/Kota.
2. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Lainnya/Provinsi/Kab/Kota.
Para Ketua LPPM Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
Para Direktur/Pimpinan/Ketua Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

SURAT EDARAN
Nomor I Tahun 2013

Tentang
Pendaftaran dan Akreditasi

Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Desember 2013

Kementerian/Lem baga/l nstitusi

Kementerian/Lem baga/l nstitusi

kualitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
dilaksanakan oleh lernbaga penyelenggara pelatihan (LPP), perlu

pelatihan pi.tp, apabila telah mempunyai

mengajukan akreditasi dengan mengisi
lnstrumen Akreditasi.

3. Pemeringkatan hasil akreditasi digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
a. Akreditasi A diberikan jika Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dapat memenuhi semua mayor dan memperoleh minor minimal 85% dari jumlah
minor yang ada.

b. Akreditasi B diberikan jika Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat
memenuhi semua mayor dan memperoleh minor minimal 70o/o dari jumlah minor
yang ada.
Akreditasi C diberikan jika Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat
memenuhi semua mayor dan memperoleh minor minimal 55o/o dari jumlah minor
yang ada.
Akreditasi D diberikan jika Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat
memenuhi semua mayor dan memperoleh minor minimal 45% dari jumlah minor
yang ada.

4. Pelaksanaan akreditasi mengacu pada Perka No.3 Tahun 2011 tentang Akreditasi
Program Pelatihan PBJP.

5. Pendaftaran dan pengajuan Akreditasi dilakukan melalui website www.simpel.lkpp.qo.id

Demikian edaran ini untuk dapat dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjamin
Pemerintah (PBJP) yang
disampaikan hal berikut :

1. LPP dapat difasilitasi untuk menyelenggarakan
status Terdaftar atau Terakreditasi di LKPP.

2. Setelah dinyatakan Terdaftar, LPP dapat

Tembusan:
1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama

d.

{rt/)l\lCour,
Dr. Agus Prabowo
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